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Abstract
The community based forest management as d recognition of ghts ()f i digenous
people's elJbrt, communiy basedforest managemeit is a fom of cooperdtion bebreen
PT.Perhutani, people inforest, and stakeholdex The concept is based on the rdluer
of Pancasila, among others; the value of the Godhead (religion norulity), human
values (humanistic) and socialvalues (nalionalistic, democratic and socialjustke./.
The community based forest managemcn4 im inplementation can be felt to produce
a double benefit, among others accommodated all interests. PT.Perhutani, forest
society, is able to reduce conlict[ ofintercst. The co]nmunitl bdsedfotest munagement
can be regarded as a fonn afrecognized o.findigenous rights elforts, although limited
to the recogtrilk)n offorest resources mandgenenl righl.t. Neyertheless, cdn be
incleasi gJbrest society weUare
Kqat)ord: Society, Costum, Fot?st
I. PENDAHULUAN
Kebcradaan masyarakat adat merupakan
hak asasi yang telah dijamin dalam dcklarasi
Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-
HakMasyarakatAdat, sehinggakeberadaan
dan hal-hah1a harus dJaku. Dengan kaa lain
rnasyarakat dat mempunyai kedudukan yang
setara dengan semua masyarakat lain, dan
memprmyai kedudukan yang sama di hadapan
hukum. Di Indonesia kebemdzurn masyarakat
adat dijamin oleh konstitusiyakni di dalam
Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar
Negara Republik lndonesia 1945, yang
menlatakan bahwa "Identitas budaya dan hak
masyarakat tmdisionil dihormati solaras
dengan perkembangan zaman dan
peradaban".
Sebuah kenyataan sebagian bcsar
masyarakat adat (hadisionil) Indonesia scjak
zaman dahulu kehidupannya banyak
bergartung pada hutan, dan dengan adanya
Pengeload llutun Berba\is Mosyarukat erlRlq
pengakuan kcbcradaan masyarakat dat di
dalam konstitusi kita maka keberadaalr
masyarakat adal diakui dalam UU No.19
Tahun 2004 tentarg Kchutanan, dengan
pemyataan bahwa dalam hal penguasaan
hutan oleh ncgara tetap memperhatikan hak
mas)  a raka l  hukum ada t .  sepan iang
kenyataannya masih ada dan diakui
keberadaannya, serta tidak bertentangan
dengan kepentingan asional.
Eksistensi hak masyarakat adat
meskipun sudah diakui di dalam ketentuan
pemturan perundang-undangan. akan tetapi
pada tataran pEksis seringkali rnasih terj adi
pelanggaran. Sqjak dul u hingga raa rin i j u raan
masyamkat disekitar hutan menggantMgkan
hidup dan kehidupannya pada Foduksi dan
jasa hutan, masyarakat sekitar hutan dengan
gaya hidup subsistem-nya semakin hari
semakin terpinggi*an akibat adanya scbuah
pergeseran pemahaman, yakni ketika
hubungan antara hutan dan masyarakat dilihat
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